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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK ATAS PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SERITI

Memimbang

Mengingat -

Lad

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALLA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa delam rangka penyclengparaan Otonomi Dacrah, pembiayaan
Pemenntah dalam  pembangunan  salab satunya berasal dan Pendapatan
Asli Dacrab, khususnya yang berasal dari Pajak Dacrah;

bahwa Pengusahaan Surang Bucung Walct dan Seriti merupakan salah satu
usaha yang spesifik dan potensial yang sangat menguntungkan, maka perly
dikcnakan pajak schagai salah satu usaha menggali sumber Pendapatan Asli
Pucrah dalam rangka menunjang Pembangunan Maerah;

bahwa Pajak atas pengusahaan Sarang Burung Walct dan Seriti bukan
merupakan objek pajak Propinsi dan atau objck pajak Pusat,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud dalam huruf a dan
b serta sesuai dengan Pasal 82 avat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun
|64, 1'asal 2 wyar (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 73
Peruturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2001 dipandang perlu menetapkan
Peraturan Dacrah tentang Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet
dan Serif; -

Undang-undang Nomaor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piulany
Megara (Lembaran Megary (shun 1960 MNomor 156, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 2104 );

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lukum Acara Pidara
(Lembaran Nepara tahun 1981 Nomnor 96, Tambahan Negara Momaor 3209);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Mlam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Nepara Tahum 1990 Nomor 49,
‘Tambahan Lembaran Megara Nomor 3419):

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 temtang Badan penyclcsaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 MNomor 40, Tambahan
Lembaran Wegara Nomor 3684 )

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupatern
Date 11 Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Kotamadva
Catr T1 Metro ( Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Megmira
Momor 38257,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintghan  Daerah
[ Tembarsn Megara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Megara
Momor 3R39);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 lentang Perimbangan Keuansan
antara Pemerimah Pusat dan Daerab (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubshan Kedus afas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
LCara Perpmakan (Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3984,
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Hndang-umdang Nomor |7 Tahun 2000 tentang Perubahen Ketiga as
Undang-undang MNomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak  Penyghasilan
i Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Rt
Momor 39857,

Undang-undang Momor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas L'ndang-
undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sural Paksa
{Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran negary
Momor 3987

|indang-undang Momor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan amas Lindang-
undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Duersh dan Retribusi Daerah
(Lembaran Megara Tahun 2000 Nemor 246, Tambahan Lembaran Negam
Momor 4048}

- Persturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 1entang Pelaksanasn Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang |lukem Acara Pidana {1 embaran
Mepara Tahun 1983 Momor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258

Peraturan Pemeriniah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangzan

Pemerintah dan Kewsenangun Fropinsi sebagai Tacrah Otonom (Tembaran
Megara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3352):

. Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2001 entang Pajak Daerah:

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 femang tehnik Pemvusunan

Peruluran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-urdang,
Rancangan Peraturan Pemeriniah dan Rancangan Keputusan Presiden:

. Peraturan Damersh Kota Metro Nomer | Tzhun 2000 fentang Susunan

Organisasi dan Tale Kerja Perangkat Daerah:

Peraturan Menteri Dialam Megent Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawal Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Keputusan Menteri Kchakiman Nomor  MO4 PW 07.03 Tahun 1984

tenlung Wewenang Penyidik Pepawal Negeri Sipil:

Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomoer 71 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penpgelolaan dan Pengusahaan Samng Burung Walet,

Ecputusan Dewsn Perwakilan Rakyal Dacrah Kota Metro Womor 177,10
16DPRD-EM 2002 Temang Persetujuan Penelspan Peraturan Daerah Kota
Metro Tentang Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walcet dan Seriti

Dengan perselujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KOTA METRO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA METR(O TENTANG PAJAK ATAS
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DAN SCRITL

BAHI
KETENTUAN TIMUM

azal |

Diadam Peraturan Dacrah ini yang dimoksud dengan :
4. Dacrah adalah Daerah Kota Metro.
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Pemerintah Dagrwh adalah Kepala Dacrab beserta perangkal Ducrah Owmnom vang lain
sebapni Badan eksekutif Daeeah,

DIPRIY adalah Devan Perwakilan Ralovat Daerah Kota Metro,
Fepala Daergh adalah Walikota Meuo
Pejabat adaluh Pegawai vang diberi tueas tertentu dibidang puisk Dacrah sesuai denuan

-

Peraluran Perundang-undangan Dacrah vang berlaku,

Pengusaha adalah orang pribadi stae badan dalam hentuk apapun yang dalam kegialun usaha
atau pekeruannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dan
sehagainya.

Pengusaha Sarang Burung adalah Crang Pribadi atau Badan Hulum vang mengusahakan
Sarang Durung Walet dam Scrit,

Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet dan ataw Seriti

Wailh Pajak adalah omang pribadi ateu badan yang menurut ketentuan Penimdang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajihan perpajakan, termasuk pemungul pajak
alay pematong pajak tenen Ly,

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal vang morupakan kesatuan batk vang
melakukan usaha maupun van: tidak melakukan usaha yung melipuli persernan terbatas,
perseroan komonditer, dan perscroan lainnya.

Surat Pemberilahuan Pajak Daerah  vang selamutnya disingkat SPTPD adalah surat
Pemberitahuan Pajuk Daerah dan wajib pajak yang bensi besarnva jumlah atas  hasil
pengusahaan sarang burung walet dan seriti oleh wilib pajak dalam suatu masa pajak.

Pajak Dacrah adalah iuran wajib vang dilskukan oleh arang pribadi atau badan hukym
kepady Dacrah tanpy imbalan langsung vang scimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
Peraturan  Perandang-undangan  yang  berlakay, yang digunakan untuk membiayal
penyelenggnraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daeeah vang selanjutnya disingkat S5 adalah sural vang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembavaran atau petyetoran Pajak yang terutang ki Kas
Daerah melalu Bank vang ditunjuk

Surat Ketetapan Pajak Dascah yang selanjumyva disingkat SKPT) adalah Sumt Keputusan
vang menentukan besamya jumlah pajak vang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar vang salanpuinya disingkat SKPDKH adalah
Surat Keputusan yang mencntukan besarmya Jumlah pajak vang terhuiang, jumlah kredit
Pagak, jumlah kekurangan dan jumlah van & masih harus dibavar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selamutnya disingkat
SKPLKBT adalah Surat Keputusan vanyg menentukan tambahan atas Jumlah pajok vang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Eelebihan Bayar yang selanjumnya disingkat SKPDKLE
adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlsh kelebihan pembavaran pajak karena
jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atan tidak scharusava terutang,
Surat Ketctapan Pajak Dastah Nihl vang sclanjuinva disingkat SKPDN adalah Surar
Keputusan yang menentukan jumlah pajak vang terhulang sama besamya dengan jumlah
~recht Pajak tidek terwtang dan tidak ada kredit Pajak

Suwal Tagthan Pajak Dacrah Kelebihan Bavar vang selanjuinya disingkat STPDKDR adalah
sural untuk melakukan Tagiban Pajak dan stau sanksi administrasi berupa bunga atau dends

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Meteo.
Bank adalah Bank yang diumjuk Permerintah Dasrah imtuk tempat pambayaran Pajak.

ANy L TR TR M L Do
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BAB I
NAMA OBYCK DAN SURYEE PAJAK
Pasal 2

{13 Nama Peraturan Daerah ini adalah Pajak atas pengusahaan Sarang RBurung Walet dan Seriti.
(21 Obyek Pajak adalah hasil pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sevii,
Pasal 3

Subwek Pajak adaluh Orang Pribadi atas Badan  Hukum vang mengusahakan  atau
membudidavakan Burung Walct dan Seriti di Kota Metro.

BAB N
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

. {1} Ea;a_r Pengenaan Pajak adalah milas jual atas hasil pengusthaan Sarang Burung Waler dan
Sernin,

(2] Nilat jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dikitung dengan mengalikan volume/kilogram hasil
pengusahaan Sarang Burung Walet dan Scriti dengan mai hargs pasar.

{3) Milai Harpa 1Pa5:1: sehagaimana dimaksud pada syat (2) pada masing-masing jenis
Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti sesyai dengan harga rata-rata vang berlaku

Pasal 3

Besarnya tanl pujuk duetapkan 5 % (lima persen} dan hasi] bersih harga penjuslan Sarang
Burung Walet dan Seriti, ' )

. BAR IV

WILAY ALl PEMUNGUTAN DAN CARA PENGIITI NGAN PATAK.
Pasal &

(1} Pajak vang terhutang dipunguz di wilavah Daerah,

(2} Elusam:.'a Pajak vang terutany dihitung dengan cars menzaltkan Tarif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
aval (1}, (2} dan {3}

BAB W
REWAITBAKN DAN SANKS] PENGTSAHA BURUNG WALET DAR SERITI
Pasal 7

(17 Pengusaha waiib melaporkan jumiah Sarang Burung Walet  dan Sent vane ada di
bangunannya -

LM L erh R T S WA
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{2} Pengusaha wujit melaporkan jumlah hasil panen secara berkala kepada Pemerintah Thasrah
Kota hetro.

Pasal 8

{1} Apabila pengusaby lidak melaksanakan kewajibannya sebagei mana  Pasal 7 avat (1) dan
(2} maky diberikan tepuran secara tertulis 3 kali berurut-turnt.

(2] Teguran sebaguimana tersebut dalam avat (1) Passl imn tidak diindahkan, meka Pemerintah
koota Meiro berhak membuka paksa pintu, bangunan dan memeriksa Sarang Bus ung Walet
dan Seriti terschut,

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PATAK TERL TANG DAN
SURAT PEMBERTTAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal &

. Masa Pajak adalah wakiu yvang lamanva 1 {zatu) bulun taken.

Pasal 10

Pajak vang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiaan pengambilan sarang burung
Walet dan Seriti difakukan.

Pasal 11
(11 Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

(1) SPTPLY sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi dengan jelus, benar dan lengkap serta
ditandatangani eleh Wajib Pajak atau huasenva,

{5) SPIPD sebagaimana dimaksud avat {1} harus disampaikan kepadda Kepala Daerah selambat-
lambatnya 15 {lima belas) hari setelah berakhimya masa Pajak.

(4] Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditctapkan oleh krpala Daerah

BaR VIl
TATA CARA PENGHITUNGAN AN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

(1) Berdosarkan SPIPD sebagaimana dimsksud dalam pasal 11 ayai (1) Kepala Dacrah
menctapkan Pajak terutang dengan menarbitkan SKPL,

(2} Apabila SKPD sehagnimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ssjak SKPLD diterima, dikenakan sanksi administrasi
burupa bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak membayar sendiri SKPD sehagaimana dimaksud dalam Passl 12 avat (1)
digunekan untuk menghitung, memperhatikan dan mencapkan Pajak yang terutany

.-'.‘-.::I,Q-L‘lm R AR AR Y
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(21 Dralamn jangka waktu 1 ¢satu) Tahun scsndah saar terhutangnva Pagak, Kepala Daerah dapat

b

menerbilkan -
a SKI'DKB
b, SKPDEBI
¢ SKPDN

(3] SKPDER sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurat'a direrhitkan -

4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atay keterangan lamn Pajak vang terhutang tidak
atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua persen)
sehulan dibitung dan pajak yang kurang atan terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama & [enam} bulan dihilung sejak saat tethutangmya Pajak.

n Apsbila SPTPD hdak disampaikan dalam jangka waktu yane ditentukan dan telah ditegur
secari lerlulis dikcnakan sanksi admimistrasi berupa bunga schesar 2 % {dua persen)
schulan dihiluog dani Pajuk yang kurang bayar atau terlambat dihayar untuk janska wakt
paling lama & {enam) bulan dibitung sejak saat terhustangnya Pajak.

¢ Apsbila kewajiban mengisi SPIPD tidak dipenubi, Pajak vang terhutang dititung oleh
pejabat yang ditunjuk dan dikcnakan sanksi administrasi berupa kenatkan 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanks: administrasi berupa bunga schosar 2

. %o (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambar dibayar untuk
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terhutansenva Pajak.

(4) SKPDERT sehagaimana dimaksud pada avat (2) hurat' b diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data vang semula belum lengkap terungkap vang menvebabkan penpmbahan jumlah
Pwak yang tcrhutang. akan dikenakan saoksi administasi berupa bunga sehesar 100 %
Lseralus persen) dan jumlah kekurangan Pajak tecsebud.

{31 SKPDN sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huref ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pyjak udak terhutang dan tidak ada
kredit Pajak.

(6} Apabila kewapiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKR dan SKPDEBT schagaimana
dimaksud pada aval (2) hurut a dan b telah atau tdak sepenubnva dibayar dalam jangka
waktu vang tclah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrast berups bumgan scbesar 2 % ([ dua persen ) sebulan.

(71 Penambaban jumlah pujak vang erulang schagaimana dimaksud pada avat (3) tidak
. dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendin sebelum dilakukan tindakan
pemenksaan.
BAB V11
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PATAK
Pasal |4
{1} Pemumgutan Pajak dilaksanakan oleh Drinas'umi kerja vang ditumjuk  Kepala Daerah.

(2} Pemungutan Pajak dilakukan dengan mengpunakan SKPD,

Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Dagrah melalui Bank yang ditunjuk oleb Kepala Dacrah
sesudd waktu vang ditentukan dalam SPTPER, SKOD, SKPTIKE, SKPTEBT dan STPD

(2} Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)  dilakukan dengan menggunakan
S5PD

T et R FEGTH s



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO :

Pasal 16

{1} Pembayaman Pajak dapat dilakukan sekaligus dan lunas.

{2) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepads Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terhutang dalam kurun wakiu tertentu, setelah memenuhi persyaratan vang ditenlukan.

(3} Angsuran Pembavaran Pajak sehagaimana dimaksud pada ayvat (1) hams dilakokan secara
teratur dan berturut-turut denpan kenaikan bunga sebesar 2 % (dua persen) schulan das Pajak
yang belum atay kumng dibavar.

(4) Kepals Dacrah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk  menunda
Pembayaran Pajak sampai batas wakiu vang ditentukan setelal memenuhi porsyaratan vang
ditentukan dengan dikenskan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumnlah Pajak yang
belurn atan kurang bavar.

(3} Persyuralan untuk dapar mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (4), ditctapkan oleh
Kepala Dasrah.

Puasal 17

. (1) Sctiap Pembavaran Pajuk scbapaimana dimaksud pada Pasal 12 diberikan Tands Bukti
Pembayvaran dan dicatat dalam Buku Pencrimaan.

121 Bentuk, Jems, Ukuran Tanda Bukti Pembavaran dan Buku Pencrimaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada gyat { 1) ditctapkan oleh Kepala Dacrah.

BAB |X

TATA CARA PENAGTHAN PATAE
Pasal 18

(13 Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan ponagihan Pajak
dikeluarkan 7 {tujuh) hari scjak saat jatuh tempo pembayaran.

(2} Dalam jangka waktu 7 {lujuh) hari setelah tangaal sural teguran atau surat peringatan, Wajib
Pajak harus melunasi Pajak vang terhulang

. {3} Sural Teguran dan Surat Peringatan sehagnimana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan oleh
"cjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

(13 Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar lidak dibayar dan atau dilunasi dalam janeka
wukly scbagaimana ditentukan dalam Surat leguran dan Sural Peringatan, jumlah Pagak vang
harus dibavar ditamh denpan Surat Paksa,

{2) Pejabat sepera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua pulub salu) hari sejak tanggal
SUTAT teguran atau sural peringatan.
Pasal 20)
Apabila Pajak yang harus dibavar tidak dilumasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal

penerbitan Surat Paksa setelah diterima oleh Wajih Pajak, Pejabat seoera menerbitkan Surat
Penntah melaksanakan Penyitaan.

£ e, BT PTRE] Ee HAY
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Pasal 21

Selelah dilakukan penyitaan, Wajih Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setclah lewat 10
(sepulub) hari scjak tangeal pelaksansan Surat Perintoh meluksanakan Penyitasn, Pejabat
mengajukan Permintzan Ponctapan tanpeal pelelangan kepada Kunlur Lelang Negam

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tangeal, jam dan lempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengsm sepera secara terulis kepads Wayib Pajak,

Pasal 23

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir vang diperpunakan untuk pelaksanaan IPenagihan Pajak Daerah
ditctapkan oleh Kepala Dacrah.

BAB X

FENGLURANGAN, KERINGAMNAN DAN PEMBERASAN
Pasal 24

(1] Kepala Daerah berdasarkan PPermohonan Wajib Pajak dapal membenkan pengurangan,
kennganan dan pembebhasan Pajak.

i2) Tala Cara pengurangan, keringanan dsn pembebasan Pajak schagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditelapkan aleh Kepala Dasrah,

BAB Xl

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) hepals Daerah karena jabatannva atau atas permohonan Wajih Pajak dapat |

2 Memperbaiki SKPD atau SKPDKB atay SKPDKBT atay SPTD yang dalam
penerbitannya tardapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atan kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daseah.

b Membatalkan atau mengurang ketetapan Pajak vange ticak benar,

¢. Menggunakan atau menghapeskan sanksi adminisirasi berupa bunga, denda dan kenaikan
Pajak vany terhutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan karena kehilatan Wanb Pajak,
atau bukan kekhilafan Wajib pajak. atau bukan karena kesalahan

(2) Permohonan  perbaikan, pembatalan. pengurangan ketetapan  dan penghapusan  atau
pengurangan sanksl admimistrasi atas SKPD. SKPDKB. SKPDKRT dan SPID Pajak
sebagaimana dimaksud avat (1) harus disampaikan secara leriulis oleh Wajih Pajak kcpada
Kepala Daerah atau Pejabat sclambat-lambatnya 30 {tiga pulub) hari sejak tanggal diterima
SKPT, SKPDKB. SKPDEBT dan S denpan membeni slasan vang jelas

(3} kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak Serat Permohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (21 diterima, sudah harus memberkan Ke putusan,

(4} Apabila setclah lewat wakiu 2 (dua) bulan sebuppimana dimaksed pada ayat (3) Kepals
Daerah atan Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Perhaikan, Pcmbatalan.
Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi adminisirasi dianggap
dikabulkan,
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BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pousel 24

(1] Wapb Pajak dapat mengajukan keberatan hanys kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas

Suatu

a. SKFD

b. SKPDKB
¢. SKIPDEBT
d SKPFDKILE
e. SKFPDN

(2] Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam Tahasa Indonesia paling lama | (satu) bulan sejak tangeal SKPD. SKPOKR,
SKPDKHT dan SKPDN diterima  oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu ilu tidak dapat dipenubi karena keadaan diluar kekuassan,

. (3) Kepala Dacrah atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (hga) bulan
sejek tangeal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diterima,
sudah memberikan Keputusan.

(4} Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebapaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daersh atau
Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dian prap dikebulkan.

i3} Pengajuan Keberutan sebagaimana  dimakswd pada ayat (1} wdak menunda kewaiiban
memhbavar Pajak.
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penvelesaian Sengketa Pajuk dalam
Jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditcrima Keputusan Keberatan,

(2} Pengajuar Banding sebsgaimana  dimaksud pada avar (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak

'. Pasal 2%

Apabila pengajuan keberatan dan Banding scbagaimana dimaksud peda Pasal 24 dikabulkan
sebagian atau seluruhnva. Kelebihun Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
schesar 2 % (dua persen) sebulan selams 12 (dua belas) bulan,

BAR XTI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1} Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembavacan Pajak
kepada Kepala Dacrah atau pejabat sceara lerulis dan menyehutkan sekurang-kurangnya:

&, Nama dan alamar Wajib Pajak.
b. Masa Pajak.

¢ Besarnva Kelebihan Pembavaran Pajak.
d.  Alamat.

L KRR o O B A U P
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(2) Kepala Daerah atau Pejabat vang ditungyuk dalam jangka waktu paling lama 3 (figa) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalion kelebihan pembayaran Pajak sehapaimana
dimaksud pada aval (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (2) 1elah lewat dan Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk tidak  memberikan Keputusan. Permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDBL herus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling lama 1 {satu) bylan,

(4} Apabila Wajib Pajak mempunyai Hutang Pajak lainnva, kelebihan pembayaran  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} langsung diperhifungkan untuk melunasi terlebih dahulu
Hutang "ajak dimaksud.

(3) Pengembalian Kelebihan Pembayvaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerhitkan Surat Perintah Membeavar Kclebihan
Pajak (SPMEP),

Pasal 30

Apabila kelcbihan pembavaran Pajuk diperhitunpkan dengar hulang lainnva, schagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukt:
., pemindahbukuan juga sehagai bukt pembavaran,

Pasal 31

(11 Hak untuk melakukan penagihan Pajak, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
Tahun terhilung scjak saat techutangnya Pajak, kecuali apabils Wajith Pajak melakukan
Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.

{2} Kadaluarsa Penagihan Tepuran schagaimana dimaksud pecdy avat (1) tertagih apabila -
a. Ihterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa
k. Ada pengakuan Hutang Pajak dan Wayib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTLUAN PIDAMN A
. Pasal 32

(1) Wajib Pajak karcna kealpaannya tidak menvampaikan SPTPD atau mengisi dengan tdak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Dacrah dapat dipidana dengan Pidana Kurunpan paling lama 6 [enam) bulan dan
atau dends paling banyak 2 (dua) kals jumlah Pajak vang terhulang

(2) Wayib Pajak vang dengan senpmja tidak menyampatkan SFTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapet dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 {dua) tahun dan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terhutang.

Pasal 33

linduk pidana sebagnimana dimaksud dalam Pasal 32 lidak dituntut setelah melewati wakiy S
(luma; Tahun scjak saat techutang Pajak atau herakhirmya masa Pajak,

Ly Lot A7 T ey T
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Pasal 34

Petugas Pelaksana yang dengan senmja melakukan tindakan yang nyala-nyata merugikan
Pemerintah Daerah dan atau Masvarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku

BAB XV
PEMYITITE AN
Pasal 35

{1} Pecjabat Pegawai Negeri Sipil erlenty di lingkungan Pemerintah Dasrgh diberi WEWETETL
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penvidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan
Diaerah scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Momor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(%) Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah -

. a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Dacrah agar keterangan atay laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

b. Menerima, mencari, menguwmpulkan dan mencliti keterangan mengenai orang pribadi alay
Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana
Perpajakan Daerah 1ersebut

¢. Meminta keterangan dan bahan hukti dari orang pribadi atau Badan schubungan dengan
Tindak Pidana di Bidang Perpaakan Dasrsh.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenasn dengan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

¢, Mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan
Dokumen-dokumen lamnya, serta melakukan penyitaan terhadap baban bukti tersehur,

f. Meminta hantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan Dacrah.

. & Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemerksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurul e

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan Dindak Pidans Perpajakan Daerah.
L. Menghentikan Penvidikan.

1. Melakukan tindakan lain yang perlu unwk kelancaran Penvidikan Tindak Pidana di
Eidang Perpajakan Tacrah menurut Hukum vang dapat dipertangsunajawabkan,

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan
menyampaiakan hasil penvidikan kepada Penuntut Umum. sesuas denpan ketentuan yang
diatur dalam 1ndang-undang Nomor 8 'I'ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

BAE XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini. maka sepala ketentuan yang mengalur hal vang sama
dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini dinvatakan tidak berlaku lagi.

I Ml e R FE R BTSN e
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Pasal 37

Tataluksana Peraturan Dacrah merupakan bagian yang (ak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38
Peraturan Dacrah i mulsi berlaku pada wnpgal divndangkan.

.-_!kg,ar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Peraturan
Dacrah i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro,

Disahkan di Metro
Pada tanggal 17 Juli 2002

7 WALIKOTA METR \“4‘
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Pasal 37

T_atalat-:sam Peraturan Dacrah merupakan bagan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,

Posal 33

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanppeasl diundangkan.

{*Lg__ar supays sctiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Perataran
Dasrah i dengan penempatannya dalam [ambaran Daerah Kota Metro.,

IMisahkan i Metro
Pada tanggal 17 Juli 2002

ALIKOTA METRO,

Mtete,

—

MOZES HERMAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAMN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK ATAS PENGUSAIAAN SARANG BURUNGC WALET DAN SERITI

UMUM

Bahwa dalum wilavah Kota Metro terdapat usaha pemeliharaan sarang burung walet dan
serifl, oleh karena itu dalam rangka usaha penppalian sumber-sumber pendapatan Dacrah
khususnva di sektor pajak, maka usaha pemclibaraan sarang hurung walel dan serit ini
perlu ditingkatkan dengan jalan melestarikan sarang burung walet dam scriti, dan hasiloya
dimanfaaikan pada wakiu musim pengembalian.

Dalam  hubungan ini uniuk lebih menjamin terlaksananya maksud di atas, maka
dipundang perlu untuk menerbitkan Peraturan Dasrah yang mengatur masalah Pujak Atas
Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Seriti dalam Wilayuh Kora Meiro,

PASAL DEMI PASAL

Pasa] |
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 5
Subyek Pajak orang pribadi adalah orang pribadi vang mengusahakan dan atau
membudidavakan dan atau memanfaatkan dan atay mengambil samang burung walet
dan seriti di Kota Metro, bertempat tinggal di Kota Metro ataupun di uar Kota Metro,

Subjek pajak Badan Hukum adalah sekumpulan vrgng atau modal vang merupakan
kesaluan vang melakukan usahy meliputi perscroan terbatas, perseroan komondiber,
dan perservan lainnva,

Pacal 4 avat (1)
MNilai Jual adalah harga saat panen sarang burung waled dan seriti dilakukan, harga
pasar adalah nilai jual vang berlaku dipasaran khusus sarang burung walet dan Seriti

‘asal 5
Yang dimaksud hasil bersih adalah hasil panen setclah dikurangs biaya uperasional
pengusaha Burung Walet dan Seriti

Pasal & ayat(2)
Pajak terutang adalah pajak vany dihitune sejak beberapa kali panen selams situ
tahun :

Tl LA SN LT T R Ty
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Pasal 7 ayat {2}
Yang dimaksed  secara berkala adalah pada setiap panen sarang burung Walet dan
Seriti.

Pasal 8
Dalam rangka membuka paksa dan memeriksa Sarang Burung Walel dan Serili,
Petugss pelaksana didampingi oleh pihak yang berwajib.

Pasal ¥
Yang dimaksed masa pajak vang lamanya 1 (satu) hulan akwin adalah Jangka wakiu
vang dibenikan kepada wajib pajak untuk membavar pajak setelah panen.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11 avat (3)
Apabila Wapb Pajak idak memenuh kewajibannya lewar 15 (lima belas) han setelah
berakhirnya masa pajak maka akan diambil tindakan oleh Kepala Daerah,

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Fasal 14 ayat(1})
Yang dimaksud dengan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas/Umit Kena yang
ditunjuk  oleh Kepala Daersh adalah Dinas'Unit Kerja vang ditunjuk  dengan
Keputusan Kepala Dasrah,

Fasal 15
Cukup jelas

Fasul 16
Cubup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

i'asal 18
Cukup jelas

Hazal 1%
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jclas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

oMy L R A M PR T
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asal 24

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah apabila terdapat kekeliruan dalam
perhitungan, baik dalam jumlah produksi, maspun penctapan besarnya pajak,
sehingga waib pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran pajak.

Yang dimaksud dengan keringanan adalah apabila pajak yang ditetapkan olch
Pemenntah, karena diakibatkan oleh sesuatu hal waiib pajak tdak dapat memenuhi
kewagibannya secara penuh, makea dapat mengajukan keringanan pembavaran pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan adalah apabila dikarenakan sesuatu hal,
pengusahaan burung walel dan Seriti tidak dapat berproduksi atau tidak berhasil.
maka wajib pajak dapat mengajukan pembebasan.

Permohonan pengurangan. keringanan dan pembebasan vang diajukan pengusaha
harus  melampirkan bukli pendukung antara lain : jumlah panen dan biaya
opcrasional.

Pasal 15
Cukup relas

Pusal 26
Cukup jelas

. Pasal 27

Cukup jelas

I*asal 28
Cukup jelas

Pazal 29
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas l

Pazal 31
Cukup jclas

Pasal 32

. Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cubup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Paszal 3%
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ... ...
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